BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BATU BARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 159 ayat

(5) Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3
Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah, perlu diatur lebih
lanjut mengenai Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemungutan dan Penagihan
Retribusi  Pengendalian = Menara  Telekomunikasi

Kabupaten Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi
Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4681);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah



Menetapkan

Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun

2021 tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
DAN PENAGIHAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BATU BARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Batu Bara;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom;

Bupati adalah Bupati Batu Bara;

Dinas adalah Dinas Pekerjan Umum dan Tata Ruang
yang selanjutnya disebut Dinas PUTR;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan
retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang
terhutang sampai kegiatan penagihan pajak atau
retribusi daerah kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya;

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

Retribusi, termasuk pemungut atau potongan Retribusi



10.

11.

12.

13.

(1)

(2)

Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut
menara adalah bangun yang berfungsi sebagai
penunjang jaringan Telekomunikasi yang
desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan
keperluan jaringan telekomunikasi;

Zona Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut
zona adalah daerah dengan pembatasan khusus terkait
menara telekomunikasi;

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah
retribusi yang dipungut atas jasa dan fasilitas yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi
dengan memperhatikan aspek tata ruang keamanan
dan kepentingan umum,;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang
terhutang;

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah surat bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari

pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah
sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemungutan dan
penagihan retribusi pengendalian menara
telekomunikasi di daerah.

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk

meningkatkan efektivitas dan kualitas dalam



pemberian pelayanan pengendalian menara

telekomunikasi di daerah.

BAB III

KEWENANGAN PEMUNGUTAN DAN
PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan
Pemungutan dan Penagihan Retribusi kepada wajib
Retribusi.

(2) Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang.

(3) Pelaksanaan pengendalian menara telekomunikasi
dilaksanakan oleh Tim Monitoring Pengendalian
Menara Telekomunikasi.

(4) Penunjukan dan Penetapan Tim  Monitoring
Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan

Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN
DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 4

(1) Pemungutan retribusi dilakukan wuntuk 1 (Satu)
Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk 1 (satu)
SKRD.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan
melampirkan Lembar Monitoring Pengendalian Menara
Telekomunikasi.

(3) SKRD diperoleh dari proses penginputan retribusi
daerah oleh bendahara penerimaan pada website e-
Retribusi Bapenda Kabupaten Batu Bara.

(4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Batu Bara atau pejabat yang ditunjuk dan

disampaikan kepada wajib retribusi.



(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Lembar Monitoring Pengendalian Menara
Telekomunikasi adalah lembar pemantauan menara
telekomunikasi dengan melihat dari beberapa aspek.

Aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu
Aspek Persyaratan Umum, Aspek Jenis Menara, Aspek
Penggunaan Menara, Aspek Struktur Bangunan

Menara, Aspek Kriteria Teknis.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 5

Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus dan
lunas.

Jatuh tempo pembayaran retribusi yaitu 30 (tiga puluh)
hari kalender terhitung setelah tanggal SKRD.
Pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan
SKRD atau dengan cara lain ke Kas Daerah.

Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib retribusi
wajib menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer
kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
Wajib retribusi mendapatkan SSRD sebagai bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah

dilakukan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 6

Dalam hal wajib Retribusi terhutang tidak membayar
tepat pada waktunya atau kurang membayar
dikenakan sanksi adminitrasi berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang
terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan SKRD.

Penagihan retribusi terhutang sebagimana dimaksud
pada ayat (1) didahului dengan surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.

Surat teguran /peringatan/ surat lain yang sejenis

sebagai awal pelaksanaan penangihan retribusi



dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh

tempo pembayaran.

BAB V

BENTUK SKRD, SSRD DAN
LEMBAR MONITORING
Pasal 7

Bentuk SKRD, SSRD dan Lembar Monitoring sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati Batu Bara ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu

Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 26 Juli 2023
BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 26 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

NORMA DELI SIREGAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 69

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, SH
NIP{ 19840919 201101 1 009



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 69 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PENAGIHAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI
KABUPATEN BATU BARA

BENTUK SKRD, SSRD, DAN LEMBAR MONITORING

CONTOH SKRD

PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA SURAT KETETAPAN RETRIBUSI >
BADAN PENDAPATAN DAERAH DAERAH E E
JLLINTAS SUMATERA KM.110 (SHRD ) 1'E|E¥.'rl'
DESA PEMATANG PANJANG - SUMATERA UTARA MASA RETRIBUSI E’l&ﬁ!
JUNI 2023 .
Mama OFD . DINAS PUTR

No. NFWRD

Narma Walib Retribusd
Biatas Penyetoran Terakhir @ 30 Harl setetah SKRD diterima

Mo

Hodie Riekending Jenis Retribus| Jurnilah

41202

Jumiah Ketetapan Retribusi
Pengenaan Biaya Administrasi
Pengenaan Kenalkan Retribusl / Denda

#8288

Jumilah Ketetapan Retribusi Terhutang

Dengan Huruf :

Perhatian :

Harap disetorkan pada Bank Sumut dengan kode pembayaran (STS) @ 1286 41202 4120204 09151

2 Kode Pembayaran BRIVA (BRI) @ 12211 2023 41201 %151
3. Apabila SKRD inl tidak dibayar setelah patuh tempo’30 han sejak diterima, akan diterbitean STRD dengan dkenakan sanksi Adrmantstratif
Administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.
AR FUTIH, 21-06-2023
An. KEFALA BADAN FENDAFATAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
SEKRETARIS
Model DPD I - 29

TANDA TERIMA SKRD, TANGGAL : 21-06-2023

TANGGAL PEMETAPAN - 16-06-2023

HAMA OPD : Dinas PUTR

NPWRD 1 M7

Mama Wajib Retribusi :

Telah Menarimsa : Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), No : 412008949/5KROMBAFENDAZ0ES,

Tanggal Surat Ketatapan 21-08-2023, Dan petugas penetapan.

Adr Putih,
Petugas Penetapan, ¥ang menerima

ERZE
: 5

[=




CONTOH SSRD

PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL.LINTAS SUMATERA KM.110

DESA PEMATANG PANJANG - SUMATERA UTARA

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

(SSRD)

MASA RETRIBUSI
JUNI 2023

E@E
i

Nama OPD
No. NPWRD

DINAS PUTR

Nama Wajib Retribusi

No STS : 1286 41202 4120204 09151

No.

Kode Rekening Jenis Retribusi Jumlah
1. 41202 Rp.
Jumlah Setoran Retribusi Rp.

Dengan Huruf :

21-06-2023
Diterima oleh,
Penyeator




CONTOH LEMBAR MONITORING

mama |

FEMERINTAH EABUPATEN BATU BARA

; DINAS PERERJAAN TUTMUM DAN TATA RUANG
J1. Lintas Gambus Laut Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Palub Pesisir

Eode Pos 11155

bt

1 Ch LA e

LEMEAR MONITORING

PENGENDATTAN MENARA TELEKOMUNIKAST

. Tanggal
. Providar

Site IT) - Site Name

Lokasi

. Koordinat
. Indeks Zona
. Tinggi Tower -

Jenis Tower

ASFEE MONITORING
A. Aspek Persyaratan Umuom

Ko

Uraian

Hasil Penilaizn®

Terpemmbhi

Tidsk Terpenuhi

1

Lokasi menara menjamin fungsi knalitas layanan
telekomumnikasi.

Lokasi menara tdak membahayakan keamanan,
keselamatan dan kesehatan penduduk sekitarmya.

Lokasi menara tidak memberikan dampak negatif terhadap
lmgkunzan, baik disebabkan oleh keberadzan fsik menara
MANPUD prasarans pendukuns.

Lokasi menara tdak menimbulkan dampak pemimman
kmalitzs visual mang pada lokasi menara dan kawasan di
sekitarmya.

ek Jenis Menara

Uraian

Menara yang dibanzun di atas tanah (zreen field)

Menars yang dibangon di atas bangunan (roof top)

ek Pengranaan Menara

Uraian

Telekonmmnikasi Seluler

Menars telekormmikasi seluler berfunzsi sebagai jarmgan
utama dan jaringan pelayanan pengguna unk mendokung
proses komunikasi fenmasuk perloasan jaringan (coverage
ares)

Penyiaran (broadcasing)

DMenars penyisran dipumakan unmk menempatkan peralatan
vang berfungsi mengirim simyal ke berbagai lokasi
termasuk a) Menara pemancar telekonmnikasi; dan

b} Menara pemancar sudic

Telekonmnikasi Khuosas

IMienara telekomumnikasi Khosus berfungsi sebagal pelayanan
komunikasi yang bersifat terbatas dan menmnekinkan
unfuk dikendalikan secara sepihsk oleh pihsk terfentn,
mizalnya militer/pertahanan dan keamanan polisi dan pihak
SWEStE.




PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PEEEEREJAAN TUTMUM DAN TATA RUANG
Jl. Limtas Gambus Laut Deza Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pezisir
Eode Pos 21155

Teeayie E

. Aspek Strukfur Bansunan Menara

Ho Uraian

10 |Menara mandin (Self Supporting Tower) berjenis menara
berkaki 4 (Bectanzular Towear)

11 |Menara mandin (Self Supporting Tower) berjenis menara
berkaki 3 (Trianzular Tomer)

DMdenara Tungeal (Monopole Tower)

Tingzi hMenara Telekonmunikasi Meter

—_
i | D

—

E._ Aspel Kriferia Telmmit

Hasil Penilaian
Terpermhi Tidzk Terpenuhi

Mo Uraian

14 |Eonstruksi bangunan memeannhi SHI dan jarak aman
dengan meah pendudok sekitar (Tmggl menara distas &0
meter, maka jarak bebas bangunan menars terhadsp
hanguman terdekat sekitarnya adalah 2 {dos) kali lebar kaki
menara atau pondasi).

15 |Lanscape yang serasi indah dsmn asn

16 |Pagar yang aman (Tinggi 2.4 =/d 3 meter)

17 |Pensnds (adsnya lampu keselamatsn operasi penerbanzan
serts tdak ada reklame dan sejenisoyva)

18 |Esmuflase (menyesuaiksn warna dan dekorasi agar
menystu denzan lingkunsan sakitar)

18 |Fasilitas Pendukung Menara :

a. Grounding (Tapak Tanah)

Penangkal Petir

Cam Daya

Lampmn / Penerangan Cuokup

. bfarks halangan penerbangan dan dilarang masok
20 |Eebersihan di sekitar lokasi menars

PRMOF

Beardasarkan Peraturan Dasrah Eabupaten Batu Bara Momor 3 Tabun 2021 tentang Betribusi
Draerab, felah dilaksanakan Monitoning Pengendalian Menara Telskomunikasi di Fosbupaten Batn Bara
pada lokasi tersebut diatas, pada :

Hami :

Tanggal

Bardasarkan hasil monitoring dan evaloasi tersebut, pendirian menara telekomuonikasi diztas
disnggap LAYAR / TIDAK LAYAK® sarta MEMILIET / TIDAK MEMILIET* potensi gangguan
terhadap beroperasinya menara tersabut.

Diemikism hasil monitoring penpendalisn menara telekommikasi ini dibuat dengan sebensmyas
nntuk dapat di pergunskan seperhumya.

Diiperik=za Bersama Olsh;
Bam Bara, 2023
Provider Ketna Tim Monitoring

Keterangan -
{*} Coret yang tidsk periu

BUPATI BATU BARA,
TTD

ZAHIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDF IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009



